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A. Transliterasi Arab-Latin 
 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 
dilihat pada table berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan ا
 Ba B be ب
 Ta T te ت
 (ṡa ṡ es (dengantitikdiatas ث
 Jim J je ج
 (ḥa ḥ ha (dengantitikdibawah ح
 Kha Kh kadan ha خ
 Dal D de د
 (Zal Ż zet (dengantitikdiatas ذ
 Ra R er ر
 Zai Z zet ز
 Sin S es س
 Syin Sy esdan ye ش
 (ṣad ṣ es (dengantitikdibawah ص
 (ḍad ḍ de (dengantitikdibawah ض
 (ṭa ṭ te (dengantitikdibawah ط
 (ẓa ẓ zet (dengantitikdibawah ظ
 ain ̒ apostrofterbalik‘ ع
 Gain G ge غ
 Fa F ef ف
 Qaf Q qi ق
 Kaf K ka ك
 Lam L el ل
 Mim M em م
 Nun N en ن
 Wau W we و
 Ha H ha ه
 hamzah ̓̓ apostrof ء
 Ya Y ye ى
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 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda  ( ̓ ). 
2. Vokal 
 Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 
atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 fatḥah a a ا َ
 Kasrah i i اِ
 ḍammah u u ا َ
 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 fatḥahdanyā̓̓ Ai a dan i يَ 
 fatḥahdanwau Au a dan u وَ 
 Contoh: 
 kaifa : كيف
 haula : هو ل
3. Maddah 
 Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 




Nama Hurufdantanda Nama 
 Fatḥahdanalifatauyā̓̓ ā a dangaris di .… ا َ / …يَ 
atas 
 Kasrahdanyā Ī i dangaris di ي
atas 






 māta : ما ت
 ramā : رمى
 qīla : قيل
 yamūtu : يمو ت
4. Tāmarbūṭah 
Transliterasi untuk tā’marbūṭah ada dua yaitu: tā’marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah, danḍammah, transliterasinya adalah (t). sedangkan 
tā’marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
 rauḍah al-aṭfāl : رو ضة اال طفا ل
 al-madīnah al-fāḍilah : المدينة الفا ضلة
 rauḍah al-aṭfāl :  الحكمة
5. Syaddah (Tasydīd) 
 Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 
(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
 rabbanā : ربنا
 najjainā : نجينا
 al-ḥaqq : الحق
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 nu”ima : نعم
 duwwun‘ : عدو
 Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
 .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ـــــؠ)
Contoh: 
 (Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly‘ : علي
 (Arabī (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby‘ : عربي
6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
( - ). 
Contoh : 
 (al-syamsu (bukan asy-syamsu : الشمس
 (al-zalzalah (az-zalzalah : الزالز لة
 al-falsafah : الفلسفة
 al- bilādu : البالد
7. Hamzah. 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku bagi hamzah 
yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia 
tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
 ta’murūna : تامرون
 ’al-nau : النوع
 syai’un : شيء
 umirtu : امرت
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
 Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh.Contoh: 
 FīẒilāl al-Qur’ān 
 Al-Sunnahqabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-jalālah (هللا ) 
 Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
دين هللا  dīnullāh    با هللاbillāh      
Adapun tā’marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:  
في رحمة اللههم   hum fīraḥmatillāh 
10. HurufKapital 
Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap dengan huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf Adari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 
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yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 
kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, 
DP, CDK, dan DR). contoh: 
 Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
 Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan 
 Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 
 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
 Abū Naṣr al-Farābī 
 Al-Gazālī 
 Al-Munqiż min al-Ḋalāl 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:  
 Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
 Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 
Naṣr Ḥāmid Abū) 
B. DaftarSingkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  : subḥānahūwata’ālā 
saw.  : ṣallallāhu ‘alaihiwasallam 
a.s.  : ‘alaihi al-salām 
H  : Hijrah 
M  : Masehi 
SM  : Sebelum Masehi 
l.  : Lahirtahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  : Wafattahun 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 
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2017) 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi 
terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda dua di Kota 
Teminabuan Kabupaten Sorong-Selatan sejak tahun 2014 sampai 2017, dan untuk 
mengetahui upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam rangka 
meminimalisir terjadinya kejahatan pencuria kendaraan bermotor roda dua di 
Kabupaten Sorong-Selatan. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yakni 
penelitian yang digunakan untuk memperjelas antara teori dan praktik dengan 
menggunakan data primer mengenai Tinjauan Kriminoligis Terhadap Pencurian 
Kendaraan Bermotor Roda dua di Kota Teminabuan Kabupaten Sorong-Selatan 4 
tahun terakhir ( 2014-2017). Lalu metode yang digunakan dalam mengumpulkan data 
ialah observasi, wawancara dan studi dokumen. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya 
pencurian kendaraan bermotor roda dua yaitu : faktor ekonomi, faktor pendidikan, 
faktor lingkungan, dan lemahnya penegakan hukum. Kemudian hasil penelitian 
memperlihatkan tentang upaya-upaya pihak Kepolisian Resort Kota Teminabuan 
Kabupaten Sorong-Selatan  dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor 
roda dua baik itu upaya pencegahan (Preventif), maupun penekanan (represif). Upaya 
preventif antara lain melakukan berbagai penyuluhan di setiap Distrik/Kecamatan dan 
patrol keliling setiap hari, sedangkan upaya refresif seperti pelaku Curanmor 
diberikan pemahaman-pemahaman spiritual oleh orang berpengaruh (tokoh 
adat,agama,masyarakat,dll) atau pelaku kejahatan dibina agar dapat bersosial dengan 
baik dalam suatu masyarakat. 
 Impilkasi dari penilitian skripsi ini adalah diharapkan kepada pihak kepolisian 
dan para penegak hukum lainnya untuk konsisten terhadap aturan yang sudah 
berlaku, dan meningkatkan upaya-upaya dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan 
yang terjadi di Kota Teminabuan, terkhusus kejahatan pcncurian kendaraan bermotor 





A. Latar Belakang 
Indonesia adalah dari sabang sampai merauke. Negara ini adalah negara 
yang sangat beraneka ragam, terdiri dari berbagai macam suku, agama dan adat 
istiadat. Adat istiadatnya pun sangat berbeda-beda. Mulai sejak Indonesia di 
proklamirkan kemerdekaannya, terbentuklah menjadi negara kesatuan dengan 
memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara nasional, dimana sistem hukum 
itulah yang menjadi satu alat pengintegrasi bangsa ini. 
Sistem hukum Eropa Continental atau sistem hukum Civil Law adalah 
sistem hukum yang berkiblat pada negara Belanda, dan Indonesia sampai saat ini 
masih berlakukan sistem hukum Eropa Continental atau Civil Law. Terbukti masih 
berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPer) sampai saat ini. Sebagaimana bunyi pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 aturan peralihan : “ segala peraturan 
perundang-undangan yang masih ada dianggap tetap berlaku selama belum 
diadakan yang baru menurut undang-undang dasar 1945”. 
Salah seorang ahli hukum Sudikno Mertukusumo, menjelaskan bahwa Sistem 
Hukum adalah satu kesatu yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja 
sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut itulah yang 
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nantinya diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis, seperti yang kita 
ketahui ada peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum itu sendiri1.  
Disamping itu Indonesia adalah negara berkembang yang sedang 
melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk 
memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran 
bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan 
sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah 
keatas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan 
cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam 
kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan 
norma yang berlaku di masyarakat. 
Hukum di Indonesia memiliki peran yang sangat penting bagi seluruh 
masyarakat Indonesia, sehingga di Indonesia hukum ditempatkan sebagai sarana 
untuk meciptakan keteraturan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan 
bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menyebutkan 
Indonesia sebagai negara yang berdasar pada hukum (Rechstaat), berarti sangat 
jelas bahwa Indonesia tidak berdasarkan pada kekuasaan semata (Machstaat). 
Bahkan hal ini dipertegas pula pada amandemen UUD NKRI Tahun 1945 pada 
Pasal 1 ayat 3 “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum ”. 
                                                             




Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melakukan 
pembangunan di segala bidang, seperti bidang hukum dan bidang ekonomi. 
Pembangunan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintah agar terciptanya 
keteraturan dalam suatu masyarakat. Namun realita di Indonesia, pembangunan 
hukum masih mendapat berbagai macam hambatan, sehingga upaya penyadaran 
hukum yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. 
Untuk itu hukum dijadikan sebagai Panglima dalam mengatur berbagai 
gerak dinamika masyarakat. Proses penegakan hukum terasa masih jauh dari 
harapan masyarakat.  
Hukum di Indonesia sangat rapi tatanannya, strukturalnya pun sudah sangat 
baik, hanya saja mayoritas masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa 
penerapan hukum lebih masih jauh dari fungsi dan tujuan hukum itu sendiri. 
Singkatnya menurut sebagian masyarakat dan realita penerapan hukum, hukum 
semakin tajam kebawah dan tumpul keatas. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya 
peradilan yang tidak jujur, maraknya pula hakim yang terkontiminasi oleh kondisi 
perilaku pemerintahan yang kurang atau bahkan tidak konsisten. Semakin banyak 
pula pengacara yang mengerjai rakyat, ini merupakan akumulasi ketidakpercayaan 
lembaga yudikatif didalam menjalankan perannya sebagai pelindung dan 
pengayom rakyat. 
Belakangan ini, telah terjadi krisis moneter yang berpengaruh besar 
terhadap masyarakat sehingga masyarakat mengalamai krisis moral. Hal tersebut 
dibuktikan dari semakin meningkatnya grafik kejahatan dai tahun ke tahu, dan 
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meningkatnya grafik pengangguran. Tentunya, ketika pengangguran semakin 
meningkat, maka dampaknya adalah tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena 
masyarakat yang tingkat kesejahteraannya rendah lebih cenderung untuk tidak 
mematuhi norma atau kaidah hukum yang berlaku. Untuk itu selain pembangunan 
hukum, pembangunan ekonomi sangat diperlukan, agar terciptanya kesejahteraan 
masyarakat. 
Pembangunan ekonomi di Indonesia masih belum berkembang, terbukti 
beberapa pabrik-pabrik yang ditutup, serta perusahan-perusahan yang melakukan 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ketika pengangguran semakin marak, maka 
tingkat kesejahteraan masyarakat tentunya semakin menipis, dan merka akan 
cenderung untuk tidak memperdulikan norma atau aturan yang berlaku. Apabila 
masyarakat tidak memperdulikan norma atau aturan yang berlaku, dan tingkat 
kesejahteraannya rendah serta kurangnya pemahaman agama, maka masyarakat 
akan melalui jalan pintas demi tercapainya kejahatan yang akan dilakukan. 
Dalam bukunya Asas-Asas Hukum, R. Achmad Soemadi Pradja 
memberikan pengertian bahwa “tndak pidana adalah kelakuan manusia yang 
termasuk dalam batas-batas perumusan tindak pidana melawan hukum. Perumusan-
perumusan tindak pidana itu disusun dari bentuk-bentuk suatu kelakuan dan 
keadaan-keadaan yang relevant, dan harus memperhatikan unsur-unsur tersebut 
pada satu pihak, dalam menetukan kelakuan si pelaku, dan pihak lain harus 
memperhatikan bagian-bagian dari tindak pidana tersebut”2 
                                                             
2 R. Achmad Soemadi Pradja, Asas-Asas Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1982), h. 233. 
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Saat ini yang marak terjadi ditengah-tengah masyarakat kita adalah tindak 
pidana pencurian. Jika kita melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat 
memungkinkan orang mengambil jalan pintas untuk mencuri. Berbagai informasi 
telah kita saksikan, baik dari media-media massa, atau media elektronik telah 
menunjukkan kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya terjadi 
dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. 
Teminabuan adalah kota kecil yang menjadi ibukota dari Kabupaten 
Sorong-Selatan, Provinsi Papua Barat, Indonesia. Luas daratannya ialah 9.406.63 
km2. Teminabuan memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang begitu 
melimpah dan kebudayaan yang beranekaragam. Berkembangnya keanekaragam 
budaya, adat istiadat dan agama di Kabupaten Sorong-Selatan ini membawa 
keberkahan buat masyarakat, sehingga masyarakat Teminabuan hingga saat ini 
hidup rukun, damai, dan sejahtera. Pada tahun 2014 Kabupaten Sorong-Selatan 
mempunyai penduduk sejumlah 57.357 jiwa dan pada tahun 2017 Kabupaten 
Sorong-Selatan mengalami penurun jumlah penduduk menjadi 53.698 jiwa, 
disebabkan karena perpindahan penduduk akibat pemakaran kabupaten. 
Kabupaten Sorong-Selatan salah satu daerah dengan kasus pencurian 
kendaraan bermotor terbanyak di Papua Barat. Tercatat sejak 2014 hingga 2017 
grafik pelaku Curanmor semakin marak, dan hal inilah yang sangat mengganggu 
ketertiban dan kenyamanan masyarakat, terkhusus di kota Teminabuan.  
Seiring berjalannya waktu, tindakan mencuri juga mengalami 
perkembangan. Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan 
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yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan 
pencurian kendaraan bermotor atau yang biasa disebut curanmor. Curanmor 
merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP. Obyek 
kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri. “Kendaraan bermotor 
adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor 
untuk menjalankannya”.  
Di Indonesia, hukum masih jauh dari yang diharapkan masyarakat pada 
umumnya. Kepastian, kemanfaatan, serta terlebih lagi keadilan hukum masih naik-
turun dipandangan masyarakat.  
Di kota Teminabuan, mayoritas masyarakat masih menganggap hukum 
sangat tumpul keatas dan tajam kebawah, mereka yang punya banyak uang masih 
menjadi penguasa hukum, sedangkan rakyat miskin akan selalu tertindas oleh 
hukum. Fungsi hukum masih jauh dari hakikat hukum itu sendiri, yakni menjadi 
perlindungan yang terbentuk norma atau kaidah. 
Islam adalah agama yang sangat mulia, indah dan rapih. Semua bentuk 
kejahatan tealh diatur secara baik dan adil. misalnya Pencurian (Sariqah). 
Sebagaimana kita ketahui bahwa pencurian (Sariqah), merupakan perbuatan 
pelanggaran terhadap hak kepemilikan harta (hifdu al-mal) yang oleh Allah diberi 
hukuman cukup berat, yaikni potong tangan. Dalam pidana islam, sariqah termasuk 
jenis hudud yang telah dipastikan hukumannya dalam al-Qur’an dan dicontohkan 
oleh Nabi dalam hadits. Sehingga orang islam yang melakukan pencurian wajib 
dihukum sesuai ketentuan Allah dalam Al-qur’an. 
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Allah swt. berfirman QS al-Maidah/5:38-39 
َۢ بَِما َكسَ  يِۡدَيُهَما َجَزآَء
َ
ارِقَُة َفٱۡقَطُعٓواْ أ ارُِق َوٱلسَّ ُ َعزِيٌز َحِكيم  َوٱلسَّ ِِۗ َوٱّللَّ َِن ٱّللَّ َٰٗلا م   َبا نََك
َ َيُتوُب َعلَيۡ   ۡصلََح فَإِنَّ ٱّللَّ
َ
َ َغُفور  رَِّحيٌم َفَمن تَاَب ِمنَۢ َبۡعِد ُظۡلِمهِۦ َوأ  هِِۚ إِنَّ ٱّللَّ
Terjemahnya 
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai 
siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka 
barang siapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan 
kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima 
tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”3. 
Ayat tersebut menegaskan bahwa memutuskan dan memerintahkan 
hukuman potong tangan kepada pelaku pencurian, baik pelaku pencuriannya laki-
laki maupun perempuan. Ayat tersebut menjelaskan pula bahwa setelah adanya 
ketetapan Hadd, baik karena adanya bukti atau karena dengan adanya ikrar 
pengakuan maka tidak boleh untuk tidak melaksanakan hukuman potong tangan 
kepada pelaku pencurian. Sebab hukum potong tangan merupakan ibadah yang 
besar, seperti melakukan Jihad fii sabilillah. 
Islam sangat tegas dalam menyikapi pidana pencurian, sebab mencuri 
adalah tindakan dzolim yang dibenci Allah dan Rasul-Nya. Para Ulama sepakat, 
seorang pencuri pada pencurian yang pertama dipotong tangan sebelah kanannya. 
Bila ia mencuri kedua kalinya, maka dipotong kaki kirinya. Kemudian mereka 
berbeda pendapat bila ia mencuri untuk ketiga kalinya, setelah dipotong tangan 
kanan dan kaki kirinya, mayoritas mereka berpendapat dipotong tangan kirinya. 
                                                             
3 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Dharma Art, 
2015), h. 114. 
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Dan bila ia mencuri lagi setelahnya maka dipotong kaki kanannya, kemudian bila 
mencuri lagi, maka ia dihukum ta’zir dan dikurung4. 
Terakhir, bahwa sebenarnya Proposal ini mencoba melihat bahwa sejauh 
manakah kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua dan faktor-faktor apa 
sajakah yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan Pencurian kendaraan 
bermotor roda dua yang terjadi di Kabupaten Sorong-Selatan, maka penulis tertarik 
untuk menulis proposal penelitian dengan judul “Tinjauan Kriminologis 
Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Teminabuan 
Provinsi Papua-Barat (Studi Kasus Di Polres Kabupaten Sorong-Selatan 
2014-2017)” 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
 Agar penelitian ini lebih fokus, maka penulis akan membatasi masalah yang 
hendak diteliti. Berhubung Kota Teminabuan sejak 2014 sampai 2017 merupakan 
satu dari beberapa daerah yang kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua nya 
meningkat dari tahun ke tahun. Tentunya hal tersebut cukup mengganggu ketertiban 
dan kenyamanan masyarakat di Kabupaten Sorong-Selatan, serta menjadi 
pertanyaan besar terhadap pihak kepolisian sebagai instrumen penting dalam 
menangani dan menyelesaikan kasus-kasus kejahatan terkhusus kejahatan 
Curanmoor.  
                                                             
4 Djedjen Zainuddin, Fikih Madrasah Aliyah XI, (Cet. Ke XI; Semarang: PT. Karya Toha 
Putra, 2008), h. 33.  
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Berdasarkan gambaran tersebut, penulis akan memfokuskan penelitian ini 
pada dua hal, yaitu menganalisis faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya 
pencurian kendaraan bermotor roda dua dan apa saja upaya-up yang dilakukan 
kepolisian dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua di 
daerah Kabupaten Sorong-Selatan, khususnya di Kota Teminabuan Provinsi Papua 
Barat. 
 C. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 
inti dari permasalahan yang menjadi titik tolak penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan maraknya pencurian kendaraan 
bermotor roda dua di Kabupaten Sorong-Selatan Provinsi Papua Barat? 
2. Bagaimana upaya kepolisian (aparat hukum) dalam menanggulangi 
pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kota Teminabuan yang semakin marak 
terjadi sejak 2014-2017 ? 
D. Kajian pustaka 
Untuk memudahkan penulis dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini 
penulis mengambil bahan penunjang dan membanding dari beberapa buku dan 
literatur-literatur yaitu: 
Prof. Dr. Said Sampara, SH, M.H., dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum 
membahas tentang sistem hukum dimana suatu sistem mempunyai tatanan tertentu 
yakni tersusun atas bagian-bagian yang tidak berdiri sendiri terlepas dari 
hubungannya dengan yang lain. 
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Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. dan Ismail Aris, S.H., dalam bukunya 
Merajut Hukum Indonesia menjelaskan tentang Definisi Hukum Pidana, pidana 
adalah nestapa yang diberikan kepada seseorang yang melakuka pelanggaran 
terhadap ketentuan unang-undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai 
nestapa. 
 Prof. Moeljanto, S.H., dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, 
menjelaskan bahwa pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari 
unsr-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang 
ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir 
(dunia). Belio menyebutkan bahwa unsur pidana ialah adanya kelakuan dan akibat 
(perbuatan), ada hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan 
tambahan yang memberatkan pidana, dan adanya unsur objektif san subjektif dalam 
melawan hukum. 
  Roni Wiyanto, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, belio 
menerangkan bahwa dalam Pasal 1363 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa jika 
pencurian yang diterangkan dalam sub 3 disertai dengan salah satu hal yang seperti 
diatur dalam sub 4 dan sub 5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun. 
Dengan demikian pencurian yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah 
akan menjadi berat hukumannya apabila hal tersebut dilakukan seperti apa yang 
dirumuskan dalam Pasal 363 Ayat (1) sub 5 yaitu hukumannya menjadi sembilan 
tahun penjara..  
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Tim Redaksi BIP, dalam terbitan buku Undang-undang Nomor 22 tahun 
2009 tantang lalu lintas dan angkutan jalan dan peraturan pemerintah nomor 55 
tahun 2012 tentang kendaraan bermotor, menjelaskan bahwa adanya peraturan itu 
untuk menjamin kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Undang-undang 
kendaraan bermotor ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh warga 
Indonesia agar tercipta ketertiban, keamanan, kenyamanan, keselamatan, keadilan 
dan kesejahteraan seluruh warga Negara. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 Sebagaimana diketahui bahwa suatu karya ilmiah mempunyai tujuan dan 
kegunaan yang hendak dicapai oleh penulisnya, demikian halnya dengan penelitian 
ini mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut : 
1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 
pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sorong-Selatan. 
b. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menangani kasus pencurian 
kendaraan bermotor roda dua di kota Teminabuan, Provinsi Papua Barat. 
2. Kegunaan yang diharapkan penyusun dalam penelitian ini adalah : 
a. Kegunaan Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap 
perkembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya dibidang ilmu hukum pidana. 
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b. Kegunaan Praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai saran informasi 








A. Pengertian Kriminologi 
 Perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal dari penyelidikan 
yang dilakukan oleh C. Lamborso (876). Menurut Pompe selain Cessare Baccaria, 
Lamborso juga merupakan salah satu tokoh revolusi sejarah hukum pidana. Namun 
ada pendapat lain yang mengemukakan tentang sebuah penelitian secara ilmiah, 
penelitian itulah yang menjadi dasar pendapat ini dengan argumennya bahwa tokoh 
revolusi hukum pidana bukanlah Lamborso, melainkan seorang yang memiliki 
keahlian dalam bidang Matematika, bahkan dari dialah lahir “Statiscic Criminal” 
yang kini dipergunakan terutama oleh kepolisian diberbagai negara untuk 
mendeskripsikan statistic perkembangan kejahatan di negaranya1. Tokoh revolusi 
menurut pendapat ini adalah Adolhe Qouetelet, seorang manusia jenius dari Belgia. 
 Pada tahun 1850 bersama ilmu sosiologi, antropologi, psikologi, 
kriminologi juga adalah cabang yang mulai berkembang, nama kriminologi 
pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911). P.Topinard juga merupakan 
seorang ahli dibidang ilmu antropologi Prancis2. 
                                                             
1 Romli Atasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, (Bandung, Refika Aditama, 
2010), h. 9. 
2 A.S. Alam & Amir Ilyas, Pengantar Ilmu Kriminologi, (Makassar, Pustaka Refleksi, 
2010), h. 1.  
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 Secara Etimologis, kriminolgi terdiri dari dua suku kata yakni crime yang 
berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi 
diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal3. 
Sedangkan Kriminologi menurut Wood adalah meliputi keseluruhan 
pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian juga 
dengan penjahat dan perbuatan penjahat, termasuk pula didalamnya 
tanggapan/reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan dan perbuatannya4. 
 Berbeda dengan Wood, Johnston dan Savitz berpendapat bahwa 
Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan yang 
bertujuan memperoelah pengetahuan dan mengetahui gejala-gejala kejahatan, 
dengan cara menganalisa secara ilmiah mengenai keterangan-keterangan, pola-pola 
dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, 
dan reaksi masyarakat terhadap pelaku dan perbuatan kejahatan yang dilakukan5. 
 Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan 
bahwa objek studi dari kriminologi adalah : 
 Adanya Kejahatan (atau perbuatan pelaku) 
 Adanya Pelaku Kejahatan (orang yang melakukan kejahatan) 
 Reaksi masyarakat terhadap perbuatan dan pelaku kejahatan. 
                                                             
3 Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 
2012), h. 9. 
4Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 12. 




Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan ketika memenuhi ketiga 
objek diatas, karena ketiga objek studi tersebut tidak dapat dipisahkan, 
karena saling berkaitan satu sama lainnya. 
 Kriminologi memiliki peranan penting dalam menyusun perundang-
undangan baru (Proses Kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya 
kejahatan (Etilogi Kriminal), yang pada akhirnya dua peranan ini dapat 
menciptakan upaya-upaya dalam mencegah terjadinya kejahatan. Dan hal 
tersebut merupakan manfaat mempelajari Ilmu Kriminologi. 
B. Pengertian Tindak Pidana dan Unsurnya 
1) Tindak Pidana 
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “tindak” berarti : 
Aksi atau Langkah, sedangkan kata “Pidana” berarti kejahatan, atau hal-hal yang 
berkaitan dengan kejahatan. Seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, 
pemerkosaan, dll. 
 Istilah Pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu straf, yang berarti 
hukuman. Pidana lebih tepat dari istilah hukuman sebab hukum sudah Lazim yang 
merupakan terjemahan dari recht. Dikatakan istilah pidana dalam arti sempit ialah 
segala hal yang berkaitan dengan hukum pidana. 
Mengenai definisi tindak pidana, dapat dilihat pendapat para pakar antara 
lain VOS. Delik adalah ‘feit’ yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. 
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Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau ancaman 
terhadap orang lain6. 
Sedangkan menurut R. Achmad Soemadi Pradja pengertian tindak pidana 
adalah sebagai berikut:  
 “Suatu tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang termasuk dalam 
batas-batas perumusan tindak pidana, melawan hukum dan dikarenakan 
kesalahan.Perumusan-perumusan tindak pidana, adalah disusun dari bentuk-bentuk 
suatu kelakuan dan keadaan-keadaan yang relevant, disamping unsur-unsur ini kita 
harus memperhatikan pada satu pihak, pada sesuatu yang menentukan kelakuan itu 
si pelaku, dan pihak lain, harus memperhatikan bagian-bagian dari tindak pidana 
tersebut”7. 
Menurut Chairul Huda8 tindak pidana ialah perbuatan atau serangkaian 
perbuatan yang padanya diletakkan sanksi-sanksi pidana. Selanjutnya Chairul Huda 
menegaskan bahwa hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak 
pidana menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana. 
Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, 
delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. 
                                                             
6 Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, cepat & mudah memahami hukum pidana (Jilid 1; 
Jakarta: PT. Prestasi pustakaraya, 2011),  h. 41. 
7 R. Achmad Soemadi Pradja, Asas-Asas Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1982), h. 233.   
8 Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum Indonesia, (Jakarta, Mitra Wacana 
Media, 2014), h. 193. 
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 Kata Strafbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar dan feit. Berbagai 
istilah  yang. digunakan. sebagai. Terjemahan .dari strafbaarfeit itu,.ternyata straf. 
diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan 
dapat dan boleh, sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, 
pelanggaran dan perbuatan9. 
 Pompe memberikan pendapat bahwa Tindak Pidana adalah gangguan 
terhadap tata tertib hukum atau suatu pelanggaran norma yang dilakukan oleh 
pelaku kejahatan baik disengaja ataupun tidak disengaja, dimana pelaku kejahatan 
perlu diberikan hukuman sesuai pelanggarannya, demi terpeliharanya aturan atau 
tata tertib hukum dan terjamin kepentingan umum. 
 Tindak Pidana atau Strafbaar Feit merupakan istilah asli belanda yang 
diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai arti, diantaranya yaitu, 
tindak pidana, delik perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang 
dapat dipidana.  
 Strafbaar Feit adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, dimana 
larangan tersebut disertai sanksi berupa pidana tertentu, bagi yang melakukan 
pelanggaran tersebut. 
 Kata Strafbaar Feit terdiri dari 3 kata, yakni Straf, Baar, dan Feit. Straf 
diterjemahkan sebagai “pidana dan hukum”, Baar diterjemahkan dengan “dapat 
                                                             
9 Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, (Cet Ke 9; Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 69. 
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atau boleh”, sedangkan kata Feit diterjemahkan sebagai “tindak, peristiwa, 
pelanggaran dan perbuatan10. 
 Dalam Buku Merajut Hukum Indonesia11, Pada Hakikatnya setiap 
perbuatan pidana harus terdiri dar unsur-unsur lahiriyah (Fakta) oleh perbuatan, 
mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan akrenanya. Keduanya 
memunculkan kejadian dalam alam lahir (Dunia). 
 Menurut Moeljanto yang merupakan unsur atau elemen perbuatan 
pidana adalah12: 
a. kelakuan dan akibat (perbuatan) 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana 
d. Unsur melawan hukum yang obyektif 
e. Unsur melawan hukum yang subjektif 
Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat 
unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut tidak 
bersifat melawan hukum. Sebagaimana ternyata diatas, perbuatan tadi sudah 
demikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu untuk dinyatakan 
tersendiri. Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat di dalam kitab 
undang-undang hukum pidana itu pada umumnya menurut doktrin, unsur-unsur 
                                                             
10 Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, (Cet Ke 9; Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 69. 
11 Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum Indonesia, (Jakarta, Mitra Wacana 
Media, 2014), h. 193 
12 Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, (Cet Ke 9; Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 36. 
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delik atau perbuatan pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Adapun 
unsur-unsur tersebut sebagai berikut13: 
1. Unsur Subjektif 
Unsur Subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas 
hukum pidana menyatakan An act does not make a person guilty unless the mind is 
guality or actus non facit reum misi ens sit rea (tidak ada hukuman kalau tidak ada 
kesalahan). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahn yang diakibatkan oleh 
kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence or schuld). Pada 
umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga, yakni: 
a. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) 
b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet alszekerheidsbewustzijn) 
c. Kesengajaan keinfasan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus 
evantualis). 
Sedangkan kealpaan terdiri dari dua, yakni : 
a. Tak berhati-hati, dan 
b. Dapat menduga akibat perbuatan itu. 
2. Unsur Objektif 
Unsur objektif adalah unsur diluar diri pelaku yang terdiri atas; 
a. Perbuatan manusia berupa: 
1. act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif, dan 
                                                             
13 Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, (Cet.9, Jakarta, Rineka Cipta, 2015), h. 39. 
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2..omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu 
perbuatan yang    mendiamkan atau membiarkan. 
b. Akibat (result) perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan 
kepentingan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, contoh: nyawa, badan, 
kemerdekaan, kehomatan, dsb. 
c. Keadaan-keadaan (circumstances) 
Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain: 
1. keadaan pada saat perbuatan dilakukan 
2. keadaan setelah perbuatan dilakukan 
d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si 
pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu 
bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah 
melakukan sesuatu. 
Sedangkan PAF. Lamintang, mengatakan bahwa pidana itu sebenarnya 
hanya merupakan suatu penderitaaan atau suatu alat belaka. Hal itu berarti pidana 
itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. 
Pernyataan yang dikemukakan oleh Lamintang tersebut di atas adalah untuk 
mengingatkan adanya kekacauan pengertian antara pidana dan pemidanaan yang 





2) Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Prof. Moeljanto menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang 
dirumuskan dalam pasal 362 KUHpidana adalah14: 
a. Adanya perbuatan mengambil 
b. Adanya barang yang diambil 
c. Barang itu harus sepenuh atau sebagian milik orang lain 
d. Pengambilan barang dengan maksud untuk dimilik 
e. Adanya unsur melawan hukum 
Unsur Pertama yaitu adanya perbuatan mengambil. Maksudnya adalah 
pada waktu pelaku mencuri barang tersebut, barang tersebut belum berada dalam 
kekuasaanya. Berbeda halnya ketika pada waktu pelaku kejahatan (mencuri) barang 
tersebut, dan barang itu sudah berada dalam kekuasaannya, maka kejahatan tersebut 
bukanlah sebuah pencurian, melainkan penggelapan.  
Kejahatan mencuri dapat dikatakan perbuatan mengambil jika perbuatan 
yang dilakukan oleh pelaku pencuri itu telah memindahkan barang dari tempatnya. 
Karena jikalau pelaku kejahatan masih memegang barang yang diambil, maka 
perbuatan tersebut (pencurian) belum selesai dan belum dikatakan sebagai 
kejahatan pencurian, baru sebatas percobaaan mencuri. 
                                                             
14 Moeljanto, KUHP, (Cet Ke 32; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h. 128. 
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Unsur perbuatan mencuri ini tentunya dipahami sebagai sesuatu yang 
multitafis/banyak penafsiran, sebab mengikut pada perkembangan masyarakat.  
Sebagaimana yang dipahami bahwa kata “Mengambil” dalam pengertian 
Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan aktif atau tindakan dari seseorang dengan 
maksud memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, dari suatu 
penguasaan ke penguasaan lainnya. 
 Unsur Kedua ialah adanya barang yang diambil. Sesuatu barang yang dapat 
dijadikan sebagai objek pencurian ialah segala sesuatu yang berwujud, misalnya: 
baju, uang, meja, motor, mobil, dan sebagainya. Tumbuhan dan binatang masuk 
pula dalam objek pencurian. Dalam pengertian ini, termasuk juga adanya daya 
listrik dan gas. Meskipun listrik dan gas adalah sesuatu yang tidak berwujud, tetapi 
keduanya dapat dialirkan ke kawat atau pipa. Oleh karena itu, mengambil beberapa 
helai rambut perempuan saja untuk dijadikan sebagai (kenangan-kenangan), tanpa 
izin dari pemilik rambut tersebut, maka perbuatan tersebut masuk dalam objek 
pencurian. 
 Berbeda halnya dengan Sianturi, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana 
di Indonesia, dijelaskan bahwa yang dimaksud barang adalah15: “setiap benda yang 
bergerak yang memiliki nilai ekonomis. Pengertian ini sangatlah wajar, sebab 
menurut Sianturi, tidaklah mungkin pelaku pencurian mengambil barang yang tidak 
memiliki nilai ekonomis yang memungkinkan, karena pelaku pencurian pasti 
                                                             
15 Kanter E. Y. & Sianturi S. R., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta: Storia 
Grafika, 2002), h. 127. 
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menggunakan akalnya dalam perbuatan jahatnya itu. pengertian ini dikuatkan pula 
oleh Pasal 364 KUHPidana, yang menentukan nilai ekonomisnya sebesar dua ratus 
lima puluh rupiah”. 
 Melihat kedua pengetian diatas, dapat disimpulkan bahwa hal pertama yang 
harus dilihat unutk menentukan suatu barang dapat dikategorikan sebagai objek 
pencurian ialah apakah barang yang dicuri itu bermanfaat atau tidak, berguna atau 
tidak, meskipun pelaku pencurian akan melihat nilai ekonomis barang tersebut, 
tetapi bukan menjadi unsur pertama bagi pelaku pencurian untuk melakukan aksi 
kejahatannya. 
 Unsur Ketiga ialah barang tersebut sepenuhnya atau sebagian milik orang 
lain. Maksudnya ialah barang yang dicuri tidak harus sepenuhnya milik orang lain, 
tetapi cukup jika barang tersebut sebagian milik orang lain, dan sebagian milik diri 
sendiri. 
 Misalnya: Arif dan Anto bersepakat secara patungan untuk membeli sebuah 
mobil, maka ketika mobil itu telah dibeli, maka pemilik dari mobil itu ialah Arif 
dan Anto. Namun berbeda halnya ketika Arif mengambil mobil tersebut tanpa 
memberitahu Anto, maka perbuatan yang dilakukan Arif masuk dalam pengertian 
unsur delik pencurian. 
 Melihat contoh diatas, maka syarat yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP 
tersebut haruslah barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Hal tersebut 
berarti “barang yang dicuri sekurang-kurangnya milik 1 orang, 2 atau lebih”.  
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 Unsur Keempat ialah dengan maksud memiliki. Maksud dari unsur ini 
adalah adanya tujuan dari si pelaku pencurian yang sudah tertanam jauh sebelum ia 
melakukan perbuatan mencuri. Artinya sudah ada niat untuk melakukan pencurian. 
Unsur keempat ini merupakan unsur batin atau unsur subyektif. 
Dalam unsur ini kata “memiliki” berarti mengambil atau merampas sesuatu 
barang dari pemiliknya.  
Menurut Wirdjono Prodjodikoro16, pengertian dari kata memiliki adalah 
berbuat dengan sesuatu atau perbuatan mengambil itu seolah-olah menjadi barang 
milik pelaku pencurian, yang ia lakukan dengan perbuatan melawan hukum. 
Melihat penjelasan tersebut, maka penulis menarik kesimpulan bahwa 
orang yang mencuri atau pelaku pencurian harus betul-betul sadar bahwa barang 
yang diambil (curi) merupakan barang orang lain, bukan barang miliknya.  
Unsur Kelima adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan 
hukum diartikan dengan melihat hakikat dari perbuatan tersebut. Pada dasarnya 
setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau dengan ketentuan 
hukum yang sedang berlaku itu sudah dikatakan perbuatan melawan hukum. 
Sesuai di negara Indonesia, perbuatan melawan hukum sering digunakan 
dalam undang-undang sebagai perbuatan dengan hak atau melawan hak. 
                                                             
16 Wirdjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung; PT Rafika 
adiatma, 2010), h. 85. 
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Dalam hukum pidana, sesuai yang dijelaskan oleh Bapak Amiruddin (dalam 
mata kuliah hukum pidana 2), perbuatan melawan hukum (Wederreichtelijk) dalam 
hukum pidana dibedakan menjadi dua, yaitu: 
1. Wederreichtelijk formil, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam oleh 
undang-undang 
2. Wederreichtelijk materil, yaitu suatu perbuatan “mungkin” Wederreichtelijk, 
walaupun tidak tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang, melainkan dilihat juga asas-asas umum yang terdapat di dalam 
lapangan hukum (algemen beginsel). 
 
C. Pencurian Kendaraan bermotor 
1. Pengertian Pencurian dan Macam-Macam Pencurian 
Pengertian Pecurian disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa : 
“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki seca ra melawan hukum, 
diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau 
denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”17. 
Kalau kita telah Pasal 362 KUHP, terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 
                                                             
17 Moeljanto, KUHP, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 128. 
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Perbuatan “mengambil”, tentu yang diambil adalah suatu “barang”, barang 
itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dan mengambil barang 
tersebut harus dilakukan dengan maksud “melawan hukum”. 
“Menganmbil” berarti sengaja menyimpan sesuatu untuk dimiliki, atau 
menaruh barang itu sebagai kepemilikannya.  
Yang dimaksud “Barang” dalam Pasal tersebut ialah semua sesuatu yang 
berwujud termasuk didalamnya ialah binatang (manusia tidak). Bukan berarti pula 
barang yang tidak bergerak (Onroerend goed) tetapi barang yang dapat bergerak 
(Roerend goed), sebab perbuatan mencuri dikatakan pencurian ketika barang yang 
diambil berpindah tempat. 
“Barang itu seluruhnya atau sebagiannya” harus kepunyaan orang lain. 
Karena kalau kepunyaan si pelaku pencurian bukanlah sebuah pencurian. 
Yang diartikan sebagai perbuatan “memiliki secara melawan hukum” 
adalah “berarti memiliki” bertindak sebagai orang yang mempunyai barang, 
sedangkan “melawan hukum” ialah tidak berhak bertentangan sengan hak orang 
lain, tidak meminta izin kepada orang yang berhak atau orang yang memiliki barang 
tersebut. 
Dalam Hukum Pidana, Pencurian memiliki dua unsur, yaitu: 
1. Unsur obyektif, ialah unsur dari luar diri pelak. unsurnya terdiri dari: 
a. Perbuatan mengambil 
b. Objek perbuatannya adalah benda 
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c. Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada suatu 
benda, dalam artian ialah benda tersebut merupakan 
sebagian atau seluruhnya milik orang lain. 
2. Unsur Subyektif, ialah unsur yang berasal dalam diri pelaku, 
usnurnya ialah: 
a. Adanya maksud melakukan pencurian 
b. Tujukan untuk memiliki barang tersebut 
c. Dengan melawan hukum 
Suatu perbuatan atau peristiwa kejahatan pencurian, dapat dikatakan 
pencurian apabila terdapat semua unsur diatas18. 
Dari penjelasan tersebut mengenai unsur perbuatan yang dilarang 
mengambil, menunjukkan bahwa kejahatan pencurian merupakan tindak formil. 
Tindakan mengambil merupakan tingkah laku positif/perbuatan materil. 
Pada umumnya, perbuatan mencuri digunakan dengan gerakan-gerakan 
otot, kemudian menggunakan ajri-jari tangan, selanjutnya diarahkan pada suatu 
benda, lalu menyentuh, memegang, dan membawa barang tersebut ketempat lain 
atau dengan kata lain berada dalam kekuasaanya. 
Penulis menarik kesimpulan bahwa berpindahnya kekuasaan benda dari 
tempat asalnya ketempat lain secara mutlak merupakan syarat berhasilnya 
                                                             
18 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, (Malang: Bayu Media, 2003), h. 5 
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perbuatan mengambil (mencuri). Dalam artian bahwa pencurian itu telah sempurna 
ketika semua unsur telah dilakukan oleh pelaku pencurian. 
Indonesia adalah Negara Hukum, negara dengan hukum yang memiliki 
tatanan serta structural yang rapih. Pelaku pencurian dihukum berdasa pada cara 
dan tingkatan dalam melakukan tindak pidana pencurian. 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada 4 (empat) 
macam pidana pencurian, yaitu: 
a. Pencurian Biasa 
Rumusan pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi : 
“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, 
diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau 
denda paling banyak Sembilan ratus rupiah” 
Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUHP diatas, maka tindak pidana pencurian 
biasa memilik unsur, yaitu unsur subjektif dan objektif. Sebab seseorang benar-
benar dinyatakan terbukti bersalah atau telah melakukan kejahatan pencurian, 
ketika orang tersebut telah sempurna atau telah memenuhi semua unsur, baik 
unsur subjektif maupun unsur objektif. 
b. Pencurian ringan 
Pencurian ringan ialah pencurian yang didalamn bentuknya 
memiliki unsur-unsur pokok. Disebut pencurian ringan karena selain ada 
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unsur-unsur pokok, ditambah pula ada unsur-unsur lain yang bisa 
meringankan hukuman pelaku pencurian, sehingga ancaman pidananya 
menjadi ringan. 
Dalam KUHP pencurian ringan diatur dalam Pasal 364, dimana 
bentuk pokok dari pasal tersebut adalah jika nilai barang yang dicuri oleh 
pelaku kejahatan tidak melebihi dua ratus lima puluh rupiah. 
Menurut Andi Hamzah19 Pasal 364 yang menjelaskan tentang 
pencurian ringan merupakan pasal tidur. Maksudnya dari “Pasal tidur” itu 
adalah karena pasal ini menunggu adanya perubahan undang-undang yang 
berlaku, yang dapat mengubah nilai rupiahnya. 
Pencurian ringan juga sering terjadi dalam keluarga, dimana sudah 
diatur dalam Pasal 367 KUHP, misalnya: apabila terjadi kasus antar suami 
dan istri (yang tidur bersama dan tidak terpisah meja) lantas terjadi sesuatu 
yang hilang, maka suami/istri tidak dapat melakukan tuntutan, melainkan 
hanya sebagai delik aduan. Berbeda halnya ketika suami dan istri (yang 
tidur di tempat yang berbeda, dan terpisah meja) atau pencurian antara 
saudara kandung (sedarah) atau sampai pada derajat kedua (misalnya 
saudara kandung dan ipar), maka berhak antara salah satunya mengadukan 
tuntutan. 
                                                             




Singkatnya, dimasukan pidana pencurian keluarga dalam pencurian 
ringan ialah karena jenis pencurian tersebut merupakan delik aduan, artinya 
pelaku yang melakukan pencurian hanya dapat dituntut apabila ada 
pengaduan. Dasar dari adanya pencurian keluarga dalam pencurian ringan 
ini ialah adanya pengaduan dari si korban terhadap pelaku kejahatan. 
c. Pencurian dengan pemberatan 
Pencurian dengan pemberatan sering disebut sebagai pencurian 
yang dikualifikasikan. Dimana pencurian dengan pemberatan ini diatur 
dalam KUHP Pasal 363 dan 365. 
 Pencurian dengan pemberatan ini merupakan pencurian yang 
dilakukan dalam keadaan tertentu, atau dengan cara-cara tertentu yang 
bersifat memberatkan. Langkah awal dalam menentukan pelaku 
pencurian masuk dalam pencurian pemberatan ialah dengan melihat 
pencurian/tindakan pokoknya. 
Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan 
terdapat dalam Pasal 363 dan 365 KUHP20, sebagai berikut: 
Pasal 363 KUHP 
(1) Diancam dengan Pidana Penjara paling lama tujuh tahun, yang meliputi: 
 Pencurian ternak 
 Pencurian pada waktu tertentu, seperti: kebakaran, gempa bumi, 
letusan banjir, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, huru-
hara, kecelakaan kereta api, pemberontakan, atau bahaya perang 
                                                             
20 Moeljanto, KUHP, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 128. 
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 Pencurian dilakukan pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah 
atau pekarangan tertutup yanga da rumahnya, yang dilakukan oleh 
orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh 
yang berhak 
 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-
sama atau dengan bersekutu 
 Pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu, misalnya: masuk 
kedalam tempat melakukan pencurian atau untuk menjangkau 
barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, 
memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah 
palsu atau pakaian jabatan palsu. 
(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam Ke-3 disertai dengan salah 
satu tersebut Ke-4 dan 5, maka dikenakan hukuman kurungan (penjara) 
paling lama Sembilan tahun. 
Pasal 365 KUHP 
Pencurian dengan pemberatan yang diatur  dalam Pasal 365 KUHPidana, 
merupakan Jenis pencurian lazim, yang kita kenal dengan nama popularnya Curas 
atau istilahnya “pencurian dengan kekerasan”. 
Unsur Pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 365 KUHP ini ialah : 
 Diancam dengan pidana kurungan paling lama sembilan tahun,  
pencurian yang dilakukan dengan didahului, disertai atau diikuti 
kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud 
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untuk mempersiapkan atau mempermudah melakukan pencurian, 
atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan 
diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang 
yang dicurinya. 
 Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas tahun:  
Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah 
rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, 
atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.  
Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 
bersama-sama. 
Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan 
membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci 
palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.  
Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.  
 Jika perbuatan tersebut mengakibatkan mati, maka pelaku pencurian 
dikenakan pidana penjara  paling lama lima belas tahun . 
 Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama 
waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan 
mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang 
atau lebih secara bersama-sama dengan disertai oleh salah satu hal 




d. Pencurian dengan kekerasan 
Jenis pencurian dengan kekerasan ini diatur dalam pasal 365 
KUHP, yaitu : 
Pelaku kejahatan dengan kekerasan diancam dengan pidana 
kurungan paling lama Sembilan tahun. Objek dari jenis pencurian 
dengan kekerasan ialah pencurian yan didahului, disertai atau diikuti 
dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap 
orang/korban dengan maksud untuk mempersiapkan atau 
mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk 
memungkinkan agar bisa melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya 
atau untuk tetap mengawasi barang yang dicurinya. 
Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas tahun : 
Ke-1 : jika perbuatan pelaku dilakukan pada malam hari disebuah rumah 
atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam 
kereta api atau trem yang sedang berjalan. 
Ke-2 : apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih 
dengan bersekutu. 
Ke-3 : jika pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak 
atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau 
pakaian jebatan palsu. 




Bila perbuatan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia, 
maka pelaku kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama lima 
belas tahun. 
Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 
selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan tersebut 
menyebabkan kematian atau luka berat dan dilakukan oleh dua orang atau 
lebih dan bersekutu, juga disertai oleh satu hal yang dijelaskan dalam no.1 
dan 3. 
 Setelah melihat, mengetahui dan memperhatikan rumusan dalam Pasal 365 
KUHP secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pencurian yang 
dilakukan dengan kekerasan ini, terdapat unsur istimewa yang tidak diperlakukan 
pada jenis pencurian lain. Unsur istimewa tersebut ialah mempergunakan kekerasan 
atau ancaman kekerasan. Maksud menggunakan kekerasan aau ancaman kekerasan 
disini ialah mempersiapkan pencurian dan untuk mempermudah dilakukannya 
pencurian.  
2. Pengertian Kendaraan Bermotor 
 Kendaraan bermotor sendiri berasal dari dua suku kata, yaitu, kendaraan dan 
(ber) motor. Kendaraan memiliki arti “kenaikan” seperti kuda, mobil,  kereta, dan 
lain sebagainya, sedangkan bermotor memiliki arti digerakkan oleh mesin. Jadi 
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kendaraan bermotor memiliki arti setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan 
mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan diatas rel21. 
 Kendaraan bermotor menurut W.J.S. Poerwadarminta22 adalah sesuatu yang 
merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk 
menjalankannya. Atau dapat pula diartikan bahwa kendaraan bermotor adalah 
kendaraan yang digerakkan oleh mesin/peralatan teknik untuk penggeraknya, dan 
digunakan untuk transportasi darat. Kendaraan bermotor jelas memiliki roda, dan 
berjalan diatas jalanan. 
 Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka sepeda motor termasuk 
dalam jenis kendaraan bermotor, karena memiliki beberapa unsur dalam kendaraan 
bermotor, yakni memiliki roda, digerakkan oleh mesin, dan berjalan diatas jalanan. 
Kendaraan bermotor roda dua (Sepeda Motor) merupakan kendaraan yang paling 
sering menjadi sasaran dari kejahatan “Curanmor” yaitu sepeda motor dan 
kendaraan bermotor roda empat yakni mobil (pribadi). 
 Melihat dari salah satu fungsi kendaraan bermotor yaitu memudahkan orang 
untuk mengakses daerah yang jaraknya lebih jauh, atau dapat memindahkan 
sesuatu/barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang cepat dari 
sebelumnya. Jadi tidak heran ketika masyarakat menilai bahwa kendaraan bermotor 
merupakan salah satu alat transportasi yang sangat berguna bagi masyarakat, 
                                                             
21 Suharso dan Ana Retnoningsih, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Semarang: CV. 
Widya Karya, 2011), h. 327. 
22 W.J.S. Poerwadarminta, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Jakarta: Balai Pustaka, 
1990), h. 478. 
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terutama bagi masyarakat yang memiliki kepentingan mendesak, dan 
membutuhkan waktu yang singkat untuk sampai pada tujuan yang diinginkan. 
 Apabila dilihat dari sudut sosial, penggunaan kendaraan bermotor berhasil 
meningkatkan prestise atau kebanggan pemiliknya, apalagi yang memiliki 
kendaraan bermotor pribadi yang mempunyai tampilan menarik dan berasal dari 
merek terkenal. 
 Dalam Hukum kita telah disusun mengenai peraturan-peraturan kendaraan 
bermotor itu sendiri23, agar terjamin kepentingan umum, bukan kepentingan 
pribadi. Undang-undang kendaraan bermotor ini disusun untuk dipatuhi dan 
dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia agar terciptanya ketertiban, 
kenyamanan, keamanan, keadilan serta kesejahteraan seluruh masyarakat 
Indonesia. 
 Pencurian kendaraan bermotor adalah jenis kejahatan yang sangat 
mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan Curanmor ini 
merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Objek dari kejahatan Curanmor ialah kendaraan 
bermotor itu sendiri. 
 Kendaraan memiliki banyak jenisnya, ada yang roda dua, roda empat, roda 
delapan bahkan ada juga yang lebih. Kegunaan dari kendaraan bermotor pun 
berbeda-beda. Ada yang dapat mengangkut penumpang, ada yang bisa mengangkut 
                                                             
23 Tim Redaksi Bip, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan, (Jakarta: Bhuana 
Ilmu Popular), h. 5. 
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barang, dan adapula yang dapat mengangkut keduanya. Namun dalam penulisan 
(skripsi) ini, yang akan dibahas adalah kendaraan bermotor jenis roda dua (sepeda 
motor). 
 Sebagaimana yang penulis sebutkan sebelumnya, bahwa kejahatan 
pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 
termasuk juga kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua (Curanmor). Jika 
Curanmor dikaitkan dengan unsur 362 KUHP, maka pencurian kendaraan bermotor 
roda dua adalah perbuatan pelaku pencurian dengan mengambil suatu barang 
berupa kendaraan bermotor yang seluruhna atau sebagian kepunyaan orang lain 
dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan 
hukum24. 
 Melihat masyarakat Indonesia yang semakin banyak memiliki kendaraan 
bermotor, tentu tidak lepas dari keberhasilan yang nyata di bidang pembangunan. 
Akan tetapi tidak sedikit juga masyarakat Indonesia belum merasakan hasil 
kemajuan teknologi ini, tentunya hal ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial di 
dalam masyarakat, dan memicu pula terjadinya kejahatan-kejahatan, salah satunya 
ialah pencurian kendaraan bermotor (coranmor), apalagi pencurian kendaraan 
bermotor ini merupakan kejahatan terhadap harta benda (crime againts prperty) 
yang tentunya menimbulkan kerugian yang banyak terhadap korban kejahatan. 
 
                                                             
24 Moeljanto, KUHP, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 72. 
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3. Pencurian dalam perspektif islam 
Para ulama telah membuat batasan pencurian dengan perbuatan sejenisnya. 
Dengan pembatasan atau definisi itu, maka meski perbuatan sejenis mirip dengan 
pencuria, tapi tidak diganjar dengan hukum potong tangan. 
Definisi pencurian yang disepakati para ulama umumnya adalah : 
“Mengambil hak orang lain secara tersembunyi (tidak diketahui) atau saat lengah 
dimana barang itu sudah dalam penjagaan/dilindungi oleh pemiliknya”. 
Berbeda dengan Drs. Djedjen Zainuddin, M.A. mencuri adalah perbuatan 
orang mukallaf (balig dan berakal) mengambil harta orang lain secara sembunyi-
sembunyi, mencapai jumlah satu nisab dari tempat simpanannya, dan orang yang 
mengambil itu tidak mempunyai andil permilikan terhadap barang yang diambil25. 
Dalam Hukum Islam, pencurian adalah haram, dan hukuman bagi pelaku 
pencurian ialah potong tangan. Allah swt berfirman QS al-Maidah/5:38 
َۢ بَِما َكسَ  يِۡدَيُهَما َجَزآَء
َ
ارِقَُة َفٱۡقَطُعٓواْ أ ارُِق َوٱلسَّ ُ َعزِيٌز َحِكيم  َوٱلسَّ ِِۗ َوٱّللَّ َِن ٱّللَّ َٰٗلا م     َبا نََك
Terjemahnya : 
 
Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai 
siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana26. 
 
Ayat tersebut turun pada Thu’mah bin Ubairiq saat ia mencuri baju perang 
milik tetangganya, Qatadah bin An-Nu’man. Lalu baju tersebut disembunyikan di 
rumah Zaid bin As-Samin seorang yahudi. Namun terbawa juga kantung berisi 
                                                             
25 Mundzier Suparta, Fikih Madrasah Aliyah, (Semarang: P.T. Karya Toha Putra, 2008), h. 
32. 
26 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Dharma Art, 
2015), h. 114. 
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tepung yang bocor sehingga tercecerlah tepung itu dari rumah Qatadah sampai ke 
rumah Zaid. Ketika Qatadah menyadari baju perangnya dicuri, dia menemukan 
jejak tepung itu sampai ke rumah Zaid. Maka diambillah baju perang itu dari rumah 
Zaid. Lalu zaid berkata,”aku diberi oleh Thu’mah”. Dan saat itu orang-orang 
bersaksi membenarkan perkataan zaid. ,aka ketika itu Rasulullah SAW ingin 
mendebat Thu’mah, lalu turunlah ayat ini yang menerangkan tentang hukum 
pencurian. 
 Para jumhur ulama sepakat bahwa selain dipotong tangannya juga wajib 
mengganti harta yang diambilnya tanpa hak itu. Hal itu bila barang yang diambilnya 
masih ada di tangan. Namun bila harta yang dicuirnya itu sudah habis atau sudah 
tidak di tangannya lagi, bagaimana hukumnya ? 
Dalam hal ini para jumhur ulama berbeda pendapat : 
 Al-Hanafiyah  berpendapat bahwa bila harta yang dicuri itu sudah tidak 
ada lagi, maka cukup dipotong tangannya saja dan tidak diwajibkan 
mengganti. Alasannya karena Allah SWT tidak menyebutkan kewajiban 
untuk mengganti. Padahal dalam ayat yang mewajibkan potong tangan itu, 
Allah tidak memerintahkan keharusan untuk mengganti harta yang 
diambilnya. Bahkan bila masalahnya diangkat ke pengadilan dan pencuri 
itu mengembalikan, maka menurut pendapat ini, tidak perlu dipotong 
tangannya. 
  Al-Malikiyah berpendapat bahwa jika pencuri itu orang berada, maka 
selain dipotong tangannya juga wajib mengganti barang yang diambilnya. 
Ini sebagai bentuk peringatan untuknya. Namun bila pencuri itu miskin 
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dan tidak mampu mengganti, maka cukup dipotong tangannya saja tanpa 
kewajiban mengganti harta yang dicurinya. 
 Sedangkan Asy-Syafi`iyah dan Al-Hanabilah berpendapat bahwa baik 
potong tangan maupun mengganti harta yang diambil harus diterapkan. 
Bila barang yang diambil itu sudah hilang, wajib mengganti senilai 
harganya. Hal ini dengan tidak membedakan antara apakah pencuri itu 
mampu atau tidak mampu. Karena potong tangan itu kewajiban kepada 
Allah dan mengganti itu kewajiban kepada manusia. Dan masing-masing 
memiliki latar belakang perintah kewajiban yang berbeda-beda. 
Hukuman yang dijatuhkan kepada pencuri merupakan bentuk hukuman had 
(jama`nya : hudud) yang telah ditetapkan oleh Allah lewat Alqur’annya. Karena itu 
tidak dapat dirubah atau diganti bentuk hukumannya bahkan oleh Rasulullah SAW 
sekalipun. Begitu juga bentuk hukuman tersebut tidak mengenal pengampunan, 
permaafan atau damai antara kedua belah pihak bila telah  diketuk palu oleh hakim. 
Seandainya seorang hakim telah memvonis pencuri dengan potong tangan 
lalu pihak yang kecurian mengampuni dan memaafkan, tidak bisa dicabut lagi 
hukuman potong tangan ini, sebab pengampunan itu memang hak pihak yang 
kecurian, sedangkan potong tangan adalah hak Allah SWT. 
Berangkat dari logika ini, Al-Hanafiyah menetapkan suatu kaidah yaitu: 
”Damai dari masalah hudud adalah batil”27.  
                                                             
27 Mahmud Hamzah , Al-Fawaid Al-Bahiyyah fi Al-qawaid Al-fiqhiyyah, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2007), h. 147. 
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Hal seperti ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, yaitu seorang 
(korban) telah memaafkan pencuri (pelaku) yang mencuri barangnya, tapi kasusnya 
sudah masuk dan diangkat ke pengadilan. Sehingga tidak bisa dihalangi lagi 
eksekusi potong tangan tersebut karena vonis telah jatuh kepada pelaku tersebut. 
Namun yang perlu diingat ialah tidak semua kasus pencurian langsung 
dihukum dengan potong tangan. Ini perlu dijelaskan karena sering disalah pahami 
orang yang tidak suka pada ajaran Islam. Mereka menilai bahwa Islam itu, kejam, 
haus darah dan tidak berperikemanusiaan. Padahal dalam kasus pencurian, Islam 
justru datang untuk melindungi hak milik manusia. Dan dengan diterapkannya 
hukum potong tangan, para pelaku kejahatan harus berpikir ulang berkali-kali 
sebelum nekat melakukannya, karena ancamannya sangat berat/tidak ringan. 
Seorang calon pencuri harus berpikir matang dan berhitung ulang bila 
sampai tertangkap dan dipotong tangannya. Mengingat tangan merupakan anggota 
tubuh manusia yang paling penting dan berperan sekali dalam menjalankan 
kehidupan normal. Kalau sampai tangan dipotong, maka hidupnya akan merasakan 
kesulitan dan hilangnya bagian tangan itu akan merupakan cap abadi seumur hidup. 
Karena kepada siapa pun dia (pelaku) bertemu, orang-orang akan tahu bahwa dia 
adalah pencuri yang pernah dihukum potong tangan. 
Karena tegasnya hukum islam, para qodhi  pun tidak boleh sembarangan 
main potong. Mengingat bahwa sosialisasi hukum potong tangan itu harus benar-
benar dipahami dan dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Jangan sampai 
terjadi kasus dimana seseorang kedapatan mencuri tapi dia tidak tahu bentuk 
hukuman apa yang akan diberikan kepadanya. 
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Dalam islam, sebelum melakukan hukum ptotong tangan, harus ditau syarat 
dan kriteria secara lengkap. Syarat itu harus ada baik pada pelaku kejahatan, pada 
barang yang dicuri, pada korban kejahatan dan juga pada tempat terjadinya 
kejahatan pencurian. ketika salah satu dari syarat pencurian itu tidak terpenuhi, 
maka hukum potong tangan itu tidak boleh dilaksanakan, namun sebagai gantinya, 
qodhi bisa menjatuhkan hukuman ta`zir seperti yang sudah disebutkan 
sebelummhya. Hukuman ta’zir bisa berbentuk cambuk, pemukulan, denda, 
kurungan/penjara dan sebagainya. Namun bila dilihat efektifitas dan efeknya, maka 
hukuman cambuk merupakan hukuman yang tepat dipilih, karena kalau hukuman 
kurungan, dari semua kasus yang ada, umumnya kurang bisa mendidik para 
pencuri, justru malah pelaku pencurian saling berjumpa sesamanya maka mereka 
akan saling bertukar pelajaran dan pengalaman masing-masing, akibatnya keluar 
dari penjara, bukannya tobat terhadap kejahatan yang pernah dilakukan tetapi malah 
perbuatan mereka bisa mencapai puncak atau naik levelnya. 
Sedangkan hukuman dera/cambuk lebih efektif karena langsung bisa 
dilaksanakan, murah dan tidak perlu menghabiskan biaya untuk penjara, makan, 
kesehatan dan lain-lain. Hukuman dera bisa dilakukan di depan umum untuk 
mendapatkan efek shock teraphy yang lebih dalam. 
Di samping itu bila seorang pencuri tertangkap dan semua syarat untuk 
pencurian sudah tersedia, tinggal satu hal lagi yang harus dikerjakan, yaitu itsbat. 
Yang dimaksud Itsbat adalah penetapan oleh pihak mahkamah atau pengadilan atau 
qadhi dalam memvonis/menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan, apakah 
orang tersebut benar-benar mencuri dan memenuhi syarat pencurian. Jadi qodhi 
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tidak dapat menlaksanakan hukum potong tangan sebelum ia melakukan 
itsbat/penetapan bahwa orang tersebut benar-benar melakukan pencurian. Dalam 
prakteknya ,itsbat tidak dapat dilakukan ketika tidak ada saksi yang melihat aksi 









A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat 
dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. 
Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian 
lapangan (field research) merupakan penelitian yang digunakan untuk memperjelas 
kesesuaian antara teori dan praktik dengan menggunkan data primer mengenai 
Tinjauan kriminologis atas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua 
(Studi Kasus Polres Sorong-Selatan) Kota Teminabuan Provinsi Papua-Barat. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Penulis 
melakukan penelitian tinjauan kriminoligis atas tindak pidana pencurian kendaraan 
bermotor roda dua di Polres Sorong-Selatan, mengambil lokasi di Polres Sorong-
Selatan, Kota Teminabuan. Dengan pertimbangan bahwa Polres Sorong-Selatan 
merupakan salah satu instansi di Teminabuan, dengan jumlah kasus yang lebih 




B. Pendekatan Penelitian 
Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan undang-
undang dan kasus, yakni pendekatan undang-undang yang berkaitan dengan 
permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, sedangkan yang dimaksud 
pendekatan kasus ialah yang telah memperoleh putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap. 
C. Sumber Data 
Sumber data adalah hal yang paling fundamental di dalam melakukan 
penelitian, tingkat akurasi sumber data sangat berkaitan dengan hasil penelitian 
yang akan diraih, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Data primer, yaitu Yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil 
penelitian di lokasi penelitian dengan cara mencari dan mengumpulkan 
data atau keterangan sesungguhnya yang terjadi dalam praktik. Dalam 
hal ini data diperoleh dari berbagai pihak, diantaranya yaitu Penyidik 
Polres Sorong-Selatan. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu 
mencakup data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi 
penelitian, literature serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya 




D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun 
teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 
menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. 
Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Polres Sorong-Selatan. 
2. Wawancara yaitu, melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan 
terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun terlebih 
dahulu. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak 
kepolisian Polres Sorong-Selatan, mengenai tinjauan kriminologis atas 
tindak pidana pencuriaan kendaraan bermotor roda dua. 
3. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang 
berberhubungan dengan masalah yang penyusun teliti, seperti Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No 22 Tahun 
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan (LLAJ), dan peraturan-
peraturan lainnya. 
 
E. Instrumen Penelitian 
Adapun yang menjadi instrument atau alat yang digunakan dalam 
memperoleh data hukum, sebagai berikut : 
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1.  Buku catatan untuk mendokumetasikan hasil analisis data primer dan 
data sekunder yang telah ditulis sebelumnya di atas kertas.1  
2. Perangkat lunak penyimpanan bahan hukum, seperti laptop dan flashdisk, 
handphone untuk menyimpan data primer dan data sekunder yang telah 
dikumpul baik secara manual maupun secara online. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam bentuk primer maupun 
data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan 
guna mencari kebenaran kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan jalan 
memberikan penilaian bagaimana upaya pihak kepolisian dalam menangani kasus 
tindak pidana pencuriaan kendaraan bermotor roda dua di Polres Sorong-Selatan 
yang mayoritas mayarakat di Sorong-Selatan apatis terhadap hukum yang berlaku, 
serta melihat dan menganalisa putusan hakim atas tindak pidana pencurian 
kendaraan bermotor roda dua di kota Teminabuan, kemudian putusan hakim 
tersebut, akan dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, 
menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan 
ini. 
 
                                                             




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Perkembangan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kabupaten 
Sorong-Selatan 
 Tindak pidana khususnya pencurian kendaraan bermotor sudah menjadi 
salah satu tindak criminal yang cukup menonjol di Kabupaten Sorong-Selatan. Hal 
tersebut dikarenakan semakin beraninya pelaku pencurian kendaraan bermotor 
dalam melakukan aksinya, tidak peduli pagi, siang, atau malam. 
 Setelah melakukan penelitian di Polres Teminabuan Kabupaten Sorong-
Selatan, berikut penulis akan memaparkan data pencurian kendaraan bermotor di 
Kabupaten Sorong-Selatan yang terdiri dari data jumlah kasus yang dilaporkan dan 
data kasus yang diselesaikan, melalui table di bawah ini: 
Tabel 1 
Jumlah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Teminabuan 
Kabupaten Sorong-Selatan 
Tahun 2014-2017 yang dilapokan dan Kasus yang diselesaikan 
 







1 2014 12 8 17,3 
2 2015 15 9 19,6 
3 2016 24 14 30,4 
4 2017 27 15 32,7 
Jumlah 78 46 100% 
Sumber Data : Polres Teminabuan, Kab. Sorong-Selatan Tahun 2018 
 Tabel 1 diatas menunjukkan jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di 
Kabupaten Sorong-Selatan yang di laporkan dan kasus yang selesai, selama 4 tahun 
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mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.  Berdasarkan keterangan table tersebut 
maka dapat djabarkan bahwa pada tahun 2014 sebanyak 12 kasus yang dilaporkan 
dan 8 kasus yang diselesaikan atau hanya sekitar 17,3%, pada tahun 2015 jumlah 
kasus yang dilaporkan 15 kasus, dan 9 kasus yang diselesaikan atau hanya sekitar 
19,6%, pada tahun 2016 sebanyak 24 kasus yang dilaporkan dan 14 kasus yang 
diselsaikan atau hanya sekitar 30,4% dan pada tahun 2017 kasus yang dilaporkan 
sebanyak 27 kasus dan yang diselesaikan sebanyak 15 kasus atau hanya sekitar 
32,7%. Dapat dilihat dari kedua kolom di atas bahwa ada perbedaan signifikan 
antara jumlah kasus yang dilaporkan dan jumlah kasus yang diselesaikan tidak ada 
lebih dari 35% dari jumlah kasus yang dilaporkan tiap tahunnya. 
 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak kepolisian  11 Juni 
20181 kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua yang dilaporkan dan tidak 
dapat diselesaikan disebabkan karena adanya beberapa kendala, antara lain sebagai 
berikut : 
a) Tersangka tidak diketahui kebaradaannya 
b) Kasus tersebut belum dapat dibuktikan oleh penyidik 
c) Perkara tahun sebelunya masih berjalan di tahun berikutnya atau 
belum selesai 
Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak kepolisian, dapat 
disimpulkan bahwa pihak kepolisian belum maksimal dalam menangani dan 
                                                             
1 Bripgol Satriadi, “Kasus yang dilaporkan dan Kasus yang diselesaikan”, (Polres 
Teminabuan, 11 Juni 2018). 
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menyelesaikan laporan masyarakat, padahal sebagaimana yang kita ketahui polisi 
merupakan salah satu instrument pertama dalam mengungkap kasus-kasus 
pencurian kendaraan bermotor, terkhusus kendaraan bermotor roda dua. 
 Masyarakat Sorong-Selatan2 tentunya sangat mengharapkan kepolisian 
dalam menangani dan menyelesaikan perkara pencurian yang terjadi 4 tahun 
terakhir ini. Selain itu harapan masyarakat di Kabupaten Sorong-Selatan ialah pihak 
kepolisian lebih selektif dalam menjalankan dan melaksanakan tugas yang 
diamanahkan agar dapat meminimalisir segala tindakan kejahatan terkhusus 
kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sorong-Selatan. 
 Untuk penelitian lebih lanjut, penulis telah melakukan wawancara dengan 
beberapa pelaku (narapidana) pencurian kendaraan bermotor khususnya kendaraan 
bermotor roda dua mengenai usia pelaku pencurian di Kabupaten Sorong-Selatan, 
yaitu : 
Tabel 2 
Usia Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di 
Kabupaten Sorong-Selatan tahun 2014-2018 
 
No Usia Pelaku Frekuensi Presentase (%) 
1 15-17 3 15 
2 18-22 7 35 
3 23-27 6 30 
4 28-35 4 20 
Jumlah 20 100% 
Sumber Data : Rumah Tahanan Klas IIB Teminabuan 2018 
                                                             
2 Frans Salmon Thesia (Kepala Distrik Teminabuan) 
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Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan bahwa yang paling banyak 
melakukan pencurian adalah pelaku yang berumur antara 18-22 tahun mencapai 
35%.  
Penulis telah melakukan wawancara langsung pihak kepolisian dalam hal 
ini (Bripka Munawir). Menurut keterangan Bripka Nawir pelaku pencurian yang 
berumur antara 18-22 tahun itu disebabkan oleh besarnya pengaruh lingkungan, 
perubahan sosial dan perkembangan masyarakat sehingga mereka (pelaku 
pencurian) tidak dapat mengendalikan diri dan melakukan suatu kejahatan seperti 
pencurian kendaraan bermotor roda dua. 
Sehubungan pula dengan usia pelaku, manusia sejak kecil hingga lanjut usia 
selalu mengalami adanya perubahan-perubahan dan perkembangan, baik dari segi 
jasmani maupun rohani. 
Dalam teori Kriminologis Antropologis suatu kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor merupakan kejahatan yang berhubungan dengan faktor sosial 
(lingkungan), maksudnya ialah pelaku kejahatan melakukan aksinya bisa karena 
pengaruh orang lain, kebiasaan dan terciptanya suatu kesempatan bagi pelaku. 
Dalam teori ini menjelaskan juga bahwa pelaku kejahatan sadar akan dirinya yang 
melanggar hukum, dan sada bahwa perbuatan yang dilakukan adalah suatu 
kesempatan yang sudah tidak ada pilihan lain selain menjadi pelaku kejahatan3. 
                                                             
3 Abintoro Prakoso, “Kriminologi dan Hukum Pidana”, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 
2008), h. 149. 
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Teori Kriminologis Sosiologis juga menjelaskan bahwa suatu kejahatan itu 
terjadi antara lain disebabkan oleh pengaruh diluar dari diri pelaku, kriminalitas 
merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat dalam diri pelaku, ataupun 
kejahatan yang dilakukan pelaku bisa disebabkan karena keduanya. Teori ini 
menjelaskan bahwa kejahatan pencurian terjadi jika ada bakat dari pelaku, 
kebiasaan dan tercipta kesempatan untuk melakukan pencurian. 
Melihat penjelasan dari teori kriminologis sosialis, penulis telah melakukan 
wawancara dengan salah satu pelaku narapidana pencurian kendaraan bermotor 
roda dua. Dalam keterangan saudara Ishak Yarmias Sabru (Pelaku) tindakan 
pencurian yang dilakukan terjadi disebabkan karena dorongan lingkungan, 
terciptanya peluang dan desakan faktor ekonomi keluarga. 
Sedangkan Teori Kriminologis Psikologis menjelaskan bahwa kejahatan 
pencurian yang dilakukan pelaku disebabkan karena besarnya tekanan yang dialami 
pelaku, seperti krisis ekonomi, kesempatan untuk menjadi pencuri, sifat-sifat anti 
sosial sebagai penyebab perilaku criminal, dan bebas dari kendali keluarganya. 
Dalam teori ini dijelaskan pula bahwa ketidakmampuan mpelaku dalam mengontrol 
dorongan berbuat criminal, lemahnya pekembangan ego dan karakter, dan 
minimnya pengetahuan spiritual dalam diri pelaku. 
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua 
Dalam suatu masyarakat status sosial seseorang sangat dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, itulah yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Sorong-Selatan. 
Selama dalam suatu masyarakat menekankan sikap toleransi antar satu dengan 
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lainnya maka masyarakat di daerah it akan merasakan kedamaian dan kemakmuran, 
sebaliknya jika dalam suatu masyarakat masih sering terjadi sikap saling 
menjatuhkan, menyalahkan dan diikuti oleh sifat iri hati dan dengki maka 
masyarakat di daerah tersebut akan merasakan kehidupan yang tidak harmonis dan 
dapat menyebabkan perpecahan antar suku, agama, dan budaya. 
Di Kabupaten Sorong-Selatan status sosial seseorang ditentukan oleh banyak 
faktor, diantaranya ada faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, kebangsawanan ( 
Strata Sosial ) dan lain-lain. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan 
penelitian penulis yang dilakukan di Polres Teminabuan Kabupaten Sorong-
Selatan, maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian kendaraan 
bermotor roda dua antara lain: 
a) Faktor Agama  
 Manusia adalah makhluk yang unik, yang memiliki akal sehingga manusia 
ketika mempergunakan akalnya secara maksimal maka manusia akan lebih baik 
dari malaikat. Namun dalam sudut pandang lainnya ketika manusia tidak 
mempergunakan akalnya dengan baik maka manusia akan lebih hina dari binatang. 
 Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan 
peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan 
dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. 
Dari segi pragmatisme, seseorang itu menganut suatu agama adalah 
disebabkan oleh fungsinya. Bagi kebanyakan orang, agama itu berfungsi untuk 
menjaga kebahagiaan hidup. Seseorang yang menjalankan fungsi agama dengan 
baik maka ia tidak akan terjerumus ke perbuatan-perbuatan keji, sebab ia telah 
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memilik pondasi aqidah yang kokoh sejak dini, sebaliknya ketika seseorang keluar 
dari garis fungsi agama itu maka kemungkinan besar ia akan melakukan hal-hal 
yang bertantangan dengan aqidah/syariat. 
Salah satu penyebab terjadinya kejahatan ialah kurangnya pemahaman 
agama terhadap pelaku kejahatan. Ketika karakter orang beragama baik maka orang 
tersebut akan memperhatikan norma-norma agama, sebaliknya ketika sejak dini ia 
tidak memiliki pemahaman agama maka ia akan cenderung menyampingkan 
norma-norma agama. 
b) Faktor Ekonomi 
Ekonomi merupakan suatu hal yang sangat penting didalam kehidupan 
manusia. Maka keadaan ekonomi dari pelaku pencurianlah yang sering muncul 
melatarbelakangi seseorang melakukan tindak kejahaatn pencurian. Para pelaku 
pencurian sering tidak memiliki pekerjaan yang menetap, atau ada yang tidak sama 
sekali memiliki pekerjaan. Karena desakan dari faktor ekonomi yang menghimpit, 
yakni harus menafkahi keluarga, membelikan sandang maupun pangan, atau ada 
sanak keluarga yang sakit, sehingga pelaku tersebut nekat dengan melakukan tindak 
kejahatan pencurian. 
Rasa cinta terhadap keluarga sering membuat seseorang lupa diri dan akan 
melakukan apa saja demi membahagiakan keluarganya. Terlebih lagi apabila ada 
rasa gelisah, khawatir dan semacamnya yang menghampiri pelaku, melihat isteri 
(yang sedang sakit ) memerlukan uang untuk berobat, tidak memiliki ( ayah dan 
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ibu) yang sudah meninggal, maka seorang pelaku akan termotivasi melakukan 
tindak kejahatan pencurian. 
 Faktor tersebut penulis kemukakan berdasrkan hasil wawancara dengan 
beberapa narapidana kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua di Lembaga 
Rumah Tahanan Klas II Sorong-Selatan, perhitungan pendapatam pelaku curonmor 
penulis ukur dengan mengakumulasikan jumlah pendapatan dari 5 narapidana yang 
diwawancarai. Dari 5 narapidana itu dibagi atas 3 tingkat pendapatan, yaitu rendah, 
sedang dan tinggi. 
 Tingkat pendapatan rendah pelaku pencurian yaitu Rp. 650.000/bulan. 
Nominal tersebut diambil sebagai dasar tingkat pendapatan terendah dari seluruh 
narapidana yang diwawancarai, yaitu Rp. 600.000/bulan. Sedangkan pendapatan 
tingkat tinggi adalah Rp. 900.000/bulan, dimana diambil dari pendapatan 
keseluruhan sampel narapidana yang diwawancarai, yaitu Rp. 850.000/buan. 
Berikut hasil data yang penulis gambarkan dalam tabel : 
Tabel 3 
Tingkat Pendapatan Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua 
Di Kabupaten Sorong-Selatan Tahun 2014-2017 
 
No Tingkatan Pendapatan Frekuensi Persentas 
(%) 
1 Rendah (Rp.650.000 ) 11 55 
2 Sedang (Rp.850.000 ) 5 25 
3 Tinggi (Rp. 900.000 ) 4 20 
Jumlah 20 100% 
Sumber Data : Rumah Tahanan Klas IIB, Teminabuan 2018 
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 Tabel 3 menggambarkan bahwa tingkat pendapatan pelaku kejahatan 
pencurian kendaraan bermotor roda dua yang paling banyak adalah yang 
berpenghasilan rendah, pendapatannya sekitar kurang dari Rp. 650.000/bulan 
sebanyak 11 orang atau 55%, sedangkan yang berpendapatan sedang antara Rp. 
700.000 s/d Rp. 850.000/bulan mencapai 5 orang atau 25%. Dan pendapatan tinggi 
atau kategori tiga sebanyak 4 orang atau 20%. 
Data tersebut menjelaskan bahwa para pelaku pencurian kebanyakan yang 
berpendapatan rendah yakni mencapai 55%. Sudah sangat jelas bahwa data diatas 
menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan hal pertama yang 
melatarbelakangi pelaku untu melakukan tindak pidana pencurian kendaraan 
bermotor roda dua. 
Data pada tabel 3 merupakan hasil dari wawancara bersama pihak kepolisian4. 
c) Faktor Pendidikan 
Berdasarkan hasil penelitian penulis, bidang pendidikan juga berpengaruh 
terhadap terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kota 
Teminabuan Kabupaten Sorong-Selatan. 
 Setelah penulis meneliti mengenai usia pelaku pencurian kendaraan bermotor 
roda dua, dimana rata-rata usia pelaku hanya tamat Sekolah Dasar, dan beberapa 
hanya tamat Sekolah Menegah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Minimnya 
                                                             
4 Bripgol Bakri, “Usia Pelaku Pencurian Curanmoor di Kota Teminabuan”, (Polres 
Teminabuan, 16 Juni 2018).  
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tingkat pengetahuan pelaku kejahatan serta tidak adanya perhatian dari keluarga 
membuat pelaku pencurian tidak tanggung-tanggung dalam melakukan aksinya.  
Berikut ini gambaran mengenai usia pelaku pencurian kendaraan bermotor roda 
dua di Kabupaten Sorong-Selatan : 
Tabel 4 
Tingkat Pendidikan Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di  
Kota Teminabuan Kabupaten Sorong-Selatan Tahun 2014-2018 
 
No Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase(%) 
1 Sekolah Dasar (SD) 13 65% 
2 Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) 
5 25% 
3 Sekolah Menengah Atas 
(SMA) 
2 10% 
              Jumlah 20 100% 
Sumber Data : Rumah Tahanan Klas IIB, Teminabuan Tahun 2018 
Tabel 4 menggambarkan bahwa faktor pendidikan juga sangat berpengaruh 
terhadap pencurian kendaraan bermotor roda dua, sebagaimana yang tertulis pada 
tabel diatas pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua yang berpendidikan 
rendah (yang hanya tamat SD) mencapai 13 orang atau 65%, kemudian pelaku 
pencurian kendaraan bermotor roda dua yang berpendidikan menengah (hanya 
tamat SMP) mencapai 5 orang atau 5%, dan pelaku pencurian kendaraan bermotor 
roda dua yang berpendidikan atas (SMA/SMU) mencapai 2 orang atau 10%. 
Tentunya ini menunjukkan bahwa pendidikan formal yang minim di dalam suatu 
masyarakat dapat menimbulkan dampak negative terhadap masyarakat tersebut, 
artinya dengan pendidikan yang minim pola pemikiran mereka ( pelaku kejahatan 
) mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya 
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mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan-perbuatan 
yang merugikan masyarakat, salah satunya adalah pencurian kendaraan bermotor 
roda dua. 
Ketika bekal pendidikan itu baik maka ada kemungkinan dapat mencegah 
tingkah laku atau perbuatan-perbuatan jahat, karena faktor pendidikan ini menurut 
penulis ini adalah faktor paling penting yang disoroti karena menurut salah satu 
petugas kepolisian di Rumah Tahanan Polres Sorong-Selatan Klass IIB Bripgol 
Bakri mengatakan bahwa sebagian besar pelalu pencurian kendaraan bermotor roda 
dua yang ada dalam Rumah Tahanan ialah mereka yang tergolong dalam 
pendidikan minim (rendah). 
 Sehubungan dengan pernyataan Bripgol Bakri, menurut penulis suatu 
pendidikan yang minim itu akan berdampak pada pola pikir pelaku kejahatan, 
pelaku akan dengan mudah terpengaruh, dan dapat menjerumuskan diri mereka ke 
perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, baik hukum negara ataupun hukum 
agama. 
 Jadi melalui pendidikan yang diperoleh dengan baik dapat menjadi proses 
pembentukan nilai-nilai terhadap pelaku pencurian. Perilaku para narapidana akan 
perlahan-lahan berubah, dan tentunya mereka akan berpikir jauh lagi untuk 
melakukan hal-hal yang dapat merusak diri mereka, seperti pencurian kendaraan 
bermotor, dan lain-lain sebagainya. 
d) Faktor Lingkungan 
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Setiap manusia memiliki sikap baik dan buruk, disebabkan kedua sifat itu 
merupakan naluri bagi tiap manusia, apalagi lingkungan yang kurang mendukung 
tentu dapat mempengaruhi baik dan buruknya manusia tersebut.  Sama halnya 
dengan pelaku kejahatan, baik buruknya pelaku pencurian tentu sangat dipengaruhi 
oleh lingkungan dimana ia berada, pada pergaulan yang ia ikut tentu sangat 
mempengaruhi kepribadian tingkah laku seseorang. 
Pergaulan dengan teman-teman serta tetangga adalah salah satu faktor yang 
melatarbelakangi terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Hal itu menunjukkan 
bahwa setiap orang perlu selektif dalam memilih teman, mulai dari sifat, watak serta 
kepribadian seseorang. 
Penulis teringat dengan salah seorang Ulama Sulawesi, AG. KH.  H. Abdul 
Wahab Zakariyah, M.A dalam Bukunya5 mengatakan : “Kehidupan hanya ada dua, 
pertama kita dipengaruhi, kedua kita mempengaruhi. Jadilah orang yang 
berpengaruh agar tak dapat dipengaruhi, jangan jadi yang dipengaruh, karena orang 
yang berpengaruh tak dapat dipengaruh”. 
Jika melihat pesan dan nasehat Ulama tersebut, tantuk penulis menarik 
kesimpulan bahwa setiap manusia adalah makhluk sosial, hanya saja untuk tetap 
menjaga eksistensi dan hakikat manusia diciptakan perlu adanya prinsip dalam 
hidup, salah satunya yang disebutkan oleh Anre Gurutta diatas. Seberapa besar 
pengaruh lingkungan, jika manusia memiliki prinsip yang teguh dan kuat, maka 
manusia itu akan tetap berada dalam garis prinsipnya, sebaliknya jika manusia 
                                                             
5 Abdul Muid, 1 nama 1000 Kisah, (Cet.1;  Jakarta: Eurabia, 2013), h. 64. 
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terlena dengan pengaruh lingkungan maka manusia itu akan terjerumus kedalam 
perbuatan-perbuatan kriminal, salah satunya adalah tindak pidana Curanmor atau 
pencurian kendaraan bermotor. 
Islam adalah agama yang sangat indah, mencintai keindahan dan kedamaian 
dalam lingkungan masyarakat. Sama halnya dalam memilih teman islam sangat 
mengutamakan berteman dengan sesama mukmin, seperti yang digambarkan oleh 
Rasulullah Saw dalam hadisnya: 
ِ  َعلَْيِه َصلّىَ  َوَسلَّمَ  : اْلُمْؤِمُن ِمْرآةُ  أخيه  ْلُمْؤِمنِ .  اَبِيْ  هَُريْ َرةَ  َرِضيَ  َعْنهُ َللٰاُ  قاَلَ  , قاَلَ  ْولُ َُُرس َللاَّ
 َعنْ 
Artinya : 
Dari abi hurairah semoga Allah meridhoinya belio berkata, Rasulullah Saw 
bersabda: Seorang mukmin cerminan dari (saudaranya/temannya ) yang 
mukmin. (HR. Bukhari )6. 
Hadis tersebut menggambarkan bahwa sangat penting bagi setiap orang dalam 
memilih temannya. Kalau seorang biasa berkumpul dengan seorang yang hobinya 
minum khamar, maka kurang lebih orang tersebut akan seperti itu, begitupun 
sebaliknya, jika orang tersebut lebih sering berkumpul dengan orang yang rajin 
berjama’ah di masjid, maka kurang lebih dia akan seperti itu pula. 
Tentu penulis menarik kesimpulan bahwa faktor lingkungan memang sangat 
berpengaruh dalam menentukan baik/buruknya seseorang. Adanya pelaku 
                                                             
6Al-Bukhari Imam,  Al-Adabul Mufrad , (Jilid 1; Depok: Griya Ilmu, 2016), h. 239.  
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pencurian kendaraan bermotor tidak lepas dari lingkungan yang ia tinggali, teman 
yang ia temani bergaul dan kurangnya jiwa spiritual dalam lingkungan tersebut.  
Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak kepolisian, 
ternyata salah satu hal penting dalam faktor lingkungan yang menyebabkan 
terjadinya pencurian kendaraan bermotor terutama roda dua adalah kurangnya 
tukang parkir di tempat-tempat yang semsetinya memiliki tukang parker, dan juga 
tidak terlepas dari pemilik kendaraan bermotor yang kurang berhati-hati juga dalam 
memarkir kendaraannya.  
Di Kabupaten Sorong-Selatan terkhusus di pusat Kota Teminabuan, mayoritas 
masyarakat disana adalah berdagang. Jadi terkadang ketika malam hari setelah 
tutup kios/tokoh mereka, seringkali mereka lupa untuk menyimpan dengan baik 
kendaraannya (tidak mengunci stir motor / memberikan gembok pada ban motor) 
sehingga memberikan peluang kepada pelaku pencurian untuk melakukan aksi 
jahatnya yakni mencuri kendaraan tersebut. 
e). Faktor lemahnya penegakan hukum 
Hukum merupakam aturan secara resmi yang mengikat masyarakatnya 
berupa larangan-larangan dan peraturan-peraturan yang dibuat untuk mengatur 
masyarakat dalam suatu negara. 
Pada realitanya, pelaksanaan hukum di Indonesia masih tergolong lemah yang 
dilatarbelakangi oleh sanksi hukum. Secara keseluruhan bentuk sanksi yang 
diterima oleh pelaku kejahatan sering tidak sebanding dengan kejahatan yang 
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tergolong kecil, dalama rtian keadilan hukumlah yang dipertanyakan dalam kasus 
seperti ini. 
Menurut Bambang Waluyo7 penegakan hukum di Indonesia yang masih 
terbilang lemah dan tidak tegas itu dapat kita lihat dari banyaknya kasus-kasus, 
seperti lalulintas, persidangan san yang sering kita jumpai di acara-acara televisi, 
begitu mirisnya keadilan hukum yang terjadi di negara kita contoh kecil; terjadi 
pelanggaran lalulintas yang sering kita saksikan di jalan raya, para penegak hukum 
memberi sanksi kepada para pelanggar pengguna jalan, tetapi bagaimana proses 
penyelesaiannya? Para pelanggar pengguna jalan tersebut seharusnya di hukum 
oelh pihak yang berwewenang agar dapat memberikan efek jera terhadap pelanggar 
jalan, tetapi realita yang sering kita saksikan adalah terciptanya negosiasi antara 
penegak hulkum dan pelanggar jalan. Tentunya ini merupakan suatu hal yang wajib 
diperbaharui oleh negara kita, sebab hal semacam ini bukan maembawa kepada 
kemanfaata hukum, melainkan menimbulkan kemudharatan bagi rakyat Indonesia. 
Para penegak hukum terkadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup 
dalam masyarakat, sehingga pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang 
mendapat hukuman ringan menganggap hukuman tersebut tidak memberikan efek 
jera, walhasil mereka dapat melakukan kejahatan lagi dalam hal ini ialah Residivis. 
Berdasarkan penelitian kemarin, penulis telah melakukan wawancara dengan 
beberapa narapidana, setidaknya ada 3 orang yang merupakan Residivis dari kasus 
                                                             
7 Bambang Waluyo, Penegak Hukum di Indonesia, (Cetakan Ke-1; Solo: Sinar Grafika, 
2016), h. 68. 
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pencurian kendaraan bermotor roda dua. Untuk itu penulis mengemukakan bahwa 
persoalan ini, keterampilan dan kesadaran menjadi hal pokok yang kurang di 
perhatikan sehingga kelalaian tersebut dapat menyebabkan terjadinya pencurian 
kendaraan bermotor roda dua di Kota Teminabuan Kabupaten Sorong-Selatan. 
C. Upaya Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di 
Kabupaten Sorong-Selatan 
Usaha penanggulangan merupakan usaha untuk mencegah dan mengurangi 
kasus pencurian kendaraan bermotor dan juga usaha untuk meningkatkan 
penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif 
untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan 
kegiatan lainnya. 
 Kejahatan pencurian kendaraan bermotor jika dipandang dari sudut 
manapun harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih-lebih kalau 
akibatnya sangat memprihatinkan atau membahayakan masyarakat.  
Untuk melenyapkan kejahatan pencurian kendaraan bemrotor di Indonesia 
terkhusus di Kota Teminabuan Kabupaten Sorong-Selatan tentu merupakan 
khayalan belaka, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang 
mempunyai kepentingan yang berbeda, maka sebelum itu masih akan ada kejahatan 
pencurian kendaraan bermotor, baik roda dua, roda empat maupun yang lainnya. 
 Meskipun demikian maka tetap diadakan langkah-langkah atau upaya-
upaya untuk mengurangi atau menekan laju perkembangan pencurian kendaraan 
bermotor roda dua di Kabupaten Sorong-Selatan. Sisitem Peradilan Pidana sebagai 
unsur pertama yang memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, Polisi 
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bertanggungjawab terhadap perannya selaku penegak hukum, oleh sebab itu polisi 
akan selalu berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam mencegah atau 
menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor. 
 Melihat hasil penelitian penulis, dengan meningkatnya angka statistik 
kejahatan kejahatan untuk sebagian besar merupakan tanggungjawab POLRI serta 
besar kemungkinan untuk berusaha mengatasi kejahatan-kejahatan yang terjadi. 
 Menurut Soerjono Soekanto8: Untuk menentukan titik pusat kegiatan serta 
arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam tahapan-tahapan 
sebagai berikut: 
 Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan lapangan 
serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka 
peningkatan 
 Peindakan. Adanya tahapan ini untuk melakukan penangkapan para pelaku 
dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka 
penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil 
penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara, penyelidikan 
lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan, pengejaran para 
tersangka yang keluar dari daerah tersebut. 
 Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan, publikas atau 
penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan perang melalui media 
                                                             




elektronik, media cetak dan adanya evaluasi keseluruhan pelaksanaan 
operasi keseluruhan pelaksanaan operasi, serta penyiapan bahan-bahan 
laporan akhir. 
Dalam upaya penanggulangan pencuiran kendaraan bermotor roda dua di 
Kota Teminabuan Kabupaten Sorong-Selatan, penulis membagi dalam dua 
upaya, yaitu sebagai berikut: 
 a. Upaya Preventif 
Upaya Perventif adalah suatu usaha untuk mengadakan hubungan yang 
bersifat negatif menjadi positif, agar usaha-usaha tersebut tidak lagi menjadi 
gangguan dalam masyarakat atau dengan kata lain memberikan perubahan kepada 
masyarakat untuk bertindak positif dan tidak melanggar norma-norma hukum dan 
Agama. Misalkan: mengaktifkan karang taruna, mengaktikan remaja masjid, 
mengadakan organisasi bernuansa seni dan olahraga, dan lain sebagainya. 
Usaha melakukan tindakan pencegahan dari berbagai pihak tentu dianggap 
sangat membantu dan memegang peranan penting demi terwujud dan tercapainya 
hasil dan tujuan yang diharapkan baik secara langsung maupun tidak langsung dan 
pihak pemerintah terkhusus aparat  kepolisian wajib turut bertanggungjawab dalam 
usaha pencegahan pencurian kendaraan bermotor roda dua. 
Menurut Bripka Munawir, ( dalam wawancara pada tanggal 18 Juni 2018), 
tentang upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor 
yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Kabupaten Sorong-Selatan antara lain: 
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 Memberikan Himbauan rutin kepada masyarakat Sorong-Selatan akan 
pentingnya saling menjaga dan melindungi antar warga. 
 Menjaga sikap toleransi antar umat beragama. 
 Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari 
hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan pidana pencurian kendaraan 
bermotor  
 Mengadakan Kajian rutin tentang pengenalan hukum dan 
penerapannya. 
 Memberikan penerangan kepada masyarakat jika terjadi kejahatan 
pencurian kendaraan bermotor agar kiranya melapor kepada pihak yang 
berwewenang ( jangan menghakimi sendiri ). 
 Melakukan penyuluhan kepada masyarakat Sorong-Selatan ( 
khususnya pemilik kendaraan bermotor ) agar kiranya menggunakan 
kunci pengaman atau alarm kendaraan. 
 Melakukan kerja sama dengan para tokoh-tokoh masyarakat, adat dan 
agama setempat demi terjalinnya suatu hubungan yang harmonis antara 
masyarakat dengan kepolisian. 
b. Upaya Represif 
Usaha reprsif bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah 
terganggu. Atau dengan kata lain berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian 
kendaraan bermotor atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan 
pembinaan terhadap pelakunya agar tindak mengulangi perbuatannya lagi, dan bila 
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perlu harus diberikan huku yang berat  supaya pelaku pencurian kendaraan bermtor 
itu tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera) dan enggan untuk melakukan 
perbuatannya untuk kedua kalinya. 
Sehubungan dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan terhadap pelaku, 
maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, 
penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah perbuatan tersebut 
terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti melakukan kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor maka akan diadakan proses-proses sebelum dilimpahkan ke 
Kejaksaan dan selanjutnya disidangkan. Dan apabila terbukti bersalah kemudian 
divonis oleh hakim / Qodi, maka untuk menjalani masa pidananya, mereka (pelaku 
) diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan, seperti: 
 Memberikan ceramah spiritual dengan mendatangkan penceramah dari luar 
yang cukup dikenal 
 Mengadakan penyuluhan tentang pendidikan dan hukum secara rutin 
 Mendidik pelaku untuk hidup bersosial, dengan melakukan kerja bakti 
dalam lembahga permasyarakatan 
 Memberkan keterampilan terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan minat 
dan bakatnya yang berorientasi kepada kerajinan tangan seperti membuat 







 Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, 
maka dapat disimpulkan: 
1. Bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pidana 
pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kota Teminabuan Kabupaten 
Sorong-Selatan tahun 2014-2017, yaitu: faktor Agama, faktor ekonomi, 
pendidikan, lingkungan dan lemahnya penegakan hukum serta kelalaian 
pemilik kendaraan bermotor roda dua dalam menyimpan/memarkir 
kendaraannya. 
2. Upaya yang harus dilakukan di Kabupaten Sorong-Selatan dalam 
mennggulangi tindak pencurian kendaraan bermotor roda dua ialah 
memberikan skala prioritas terhadap upaya preventif, yaitu suatu upaya 
untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi positif, agar 
usaha-usaha tersebut tidak lagi menjadi gangguan dalam masyarakat atau 
dengan kata lain memberikan perubahan kepada masyarakat untuk 
bertindak positif dan tidak melanggar norma-norma hukum dan Agama. 
Disamping itu tentu dibutuhkan pula upaya represif karena upaya ini 
bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan 
kata lain usaha ini berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian 
kendaraan bermotor atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan 
dilakukan pembinaan terhadap pelakunya secara konsisten agar tidak 
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melakukan kejahatan lagi, bila perlu diberikan sanksi hukum yang berat agar 
pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut tidak mengulangi lagi 
perbuatannya. 
B. Implikasi Penelitian 
 Usaha penanggulangan merupakan suatu hal yang penting dalam 
memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten 
Sorong-Selatan. Upaya penanggulangan dapat diartikan sebagai suatu usaha atau 
upaya dalam mencegah serta mengurangi kasus pencurian kendaraan bermotor roda 
dua serta meningkatkan penyelesaian perkarana, olehnya itu penulis memberikan 
beberapa saran, yaitu sebagai berikut: 
1. Diharapkan kepada pihak kepolisian serta para penegak hukum lainnya 
untuk konsisten terhadap aturan yang sudah berlaku, baik hukum negara 
maupun hukum adat 
2. Dalam penegakan hukum, khususnya bagi pelaku pencurian kendaraan 
bermotor roda dua, diharapkan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku 
serta penerapan sanksinya yang cukup berat agar terasa efek jera bagi pelaku 
3. Setiap masyarakat atau pengguna kendaraan bermotor, baik kendaraan 
bermotor roda dua, roda empat atau lainnya, agar kiranya meningkatkan 
kewaspadaan dan pengamanan, misalnya memarkir kendaraan ditempat 
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